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PERATURAN DESA CIEUNDEUR
NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memmbang

Menpingat

a

KEPALA DESA CTEUNDEUR

bahwa untuk melaksanankan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemenintah Desa wapb
menyusun  perencanaan  pembangunan  desa sesuar - dengan
kewenangan Desa dengan  mengacu  pada  perencanaan
pembangunan Kabupaten,

bahwa dengan  diterbitkannva Peraturan Mentent Desa,
Pembangunan Daerah Tertingeal, Dan Transmigrast Nomor 17
Tahun 2019 tentang Pedoman  Umum - Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa petlu menyusun rencana
pembangunan jangka menengah desa sesuar dengan Vist dan Misi
Kepala Desa,

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada
hurut a, hurut b dan hurut ¢ perlu menetapkan peraturan desa
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2021-2026

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan LembaranNegaraNomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Anatara Pemenntaban Pusatdan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemenntah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenar Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4155)
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PeraturanPemenintahNomor 72 Tahun 2005 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1358
Tambahan Lembaran NegaraNomor 4587),

7 Peraturan Mentent Dalam N egen Nomor 5 Tahun 2007, tentang
Pedoman Penataan [Lembaga Kemasyarakatan,

8  Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang
Kader Pemberdayaan Masvarakat,

g Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendavagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan

10 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 66 Tahun 2007, tentang
Perencanaan Pembangunan Desa,

11 Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa’ Kelurahan,

P Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor I35 Tahun 2018 tentany

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

(Benta Daerah Kabupaten Cranjur Tahun 2018 Nomor 15),

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMISYAWARATAN DESA CIEUNDEUR
DAN
KEPAL A DESA CIEUNDEUR

MEMETTSRAN:

Menetaphan PERATURAN DESA CIFUNDEUR KECAMATAN

WARINGRONDANG KABUPATEN CIANJUR
TENTANG RENCANA PEMIBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA(RPIMDes)
BAB T
RETENTUAN TMTM

Pasal |

. Dalam Peraturan Desaini vang dimaksud dengan

1

Negara Kesatuan RepubliX Indonesia adalah sebuah Negara kepulavan yang bercin
Nusantara dengan wilayah vang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang

Desa, atau yang disebut dengan nama lan vang selanjutnya disebut Desa. adalah
Lesatuan masvarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal
wsul dan adar ishadat setempat vang diakwt dan dihormati dalam  sistem
pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemenntahan Desa adalah penyelenggara urusan pemenintah oleh pemerintah Desa
dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarahat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 1stiadat setempat vang diakui

dan dihormat: dalam sisum Pemenntahan Negara KesatuanRepublik Indonesia

4 Batas Desa adalah batas yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan

Dipindai dengan CamScanner



X~ D

-~

)

dengan peraturan Daerah

Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada
dalam hingkungan hidup warga masvarakat, vang berdasarkan hukum adat yang
herlaku dalam masvarakat atau persekutuan hukum adat tertentu

Pemerintahan Desa adalah Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Desa adalah semua peraturan vang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan
merupakan pelaksanaan dan peraturan desa dan kebyaksanaan kepala desa yang
menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa
adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (lima) tahunan yang memuat arah
kebijakan pembangunan desa. arah kebijakan keuangan desa Kebiyakan umum,
program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD). lintas SKPD, dan program

prioritas ke wilayahan, disertat dengan rencana kerja

10 Rencana Kerja Pembangunan Desa vang selanutnya disingkat RKP-Desa adalah

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun vang merupakan penjabaran dan
RPIM-Desa yang memuat rancangan kerangka  ckonomi  desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan vang dimutahirkan, program  priorias
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta praktraan man, baik yany
dilaksanakan langsung oleh pemenntah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong  partisipasi masyarakat dengan mengacy kepada  Rencana Kena

Pemenintah (RKP)

11 Lembaga Pemberdayaan Masvarakat ~ lembaga ketahanan masyarakat desa yang

elanjutnva distngkat dengan PM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

esuar  dengan  hebutuhan dan  merupakan  mitra pemerintah  desa dalam

memberdayvakan masyarakat

12 Kader Pemberdayaan Masyarakat vang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota

masvarakat desa yang memilii pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan

masyarakat berpartisipas dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan

partisipatf

13 Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang mehputi data

Jasar keluarga, potenst sumber dava alam, sumber daya manusia, kelembagaan,

prasarans dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang

dihadapar desa

BAB Il
SISTEMATIRA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

Rencana RPJM-Desa Cieendeur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA
BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dalam  menyusun  RPJM-Desa Cieundeur ini, Pemerintahan  Desa  harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat
dan melakukan pengkajian keadaan desa dengan td;u:nn mengumpul data mengenat
keadaan masyrakat, masalah, potensi dan berbagar informasi yang terkait dalam
pengkajian keadaan desa ini

Rancangan RPIM-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku
kepentingan yaitu LPM, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, dan kelompok masyarakat lainnya.

Setelah dirumuskan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa Creundeur melaksanakan
MUSRENBANG DESA untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang
perencanaan  pembangunan desa dan merumuskan rancangan Rencana Kerja
I"embangunan Desa (RKPD),

Setelah dilakukan MUSRENBANG-DESA sebagaimana dimaksud dalam avat (),
maka Kepala Desa mengajukan rancangan RPIM Desa kepada BPD, selanjutnya
BPD menyelengarakan rapat paripurna untuk membahas dan menetapkan RPIM
Desa

Setelah RPIM Desa Cieundeur ditetapkan dan disvahkan bersama BPD maka,
Kepala Desa Crenndeur memerintahkan  Sekretaris  Desa - Creundeur untuk
mengundangkannya dalam Peraturan lembaran desa

BAB I
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPIM-DESA
Pasal 3

Pemerintahan Desa wanb mengembangkan nilai-nilar demokrast, para anggotanya
untuk mengambil keputusan yang dikoordinie forum Musrenbang Desa.

Mckantsme  pengambilan Keputusan  dalam  forum Musrenbang Desa  dalam
perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BABIV
KETENTUAN
Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2011-2016
merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Perwakilan
Desa dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun

Pasal §

Berdasarkan Peraturan Desa i disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDes) vang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan merupakan
penjabaran kegiatan dan RPJMDes vang selanjutnya disusun dalam APBDes.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dapat  dilaksanakan tidak sesuai / mengalami
perubahan dart RPJMDes karena ada bencana alam dan kejadian force major .
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Pasal 7

4. Kepala Desa dc.ngan persetujuan BPD Dapat merubah rencana Pembangunan Desa
(RKPDes) apabiladipandangperlu

Pasal 8

5. Hal-hal yang belum diatur dalam perauran desa ini sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB YV
PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur dengan
keputusan Kepala Desa
Pasal 10

Peraturan desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap
orang dapat mengetahuinya

Ditetapkan di Desa Cieundeur

Padatamzeal, 20 Mei 2020
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